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Abstract: This study aims to analyze the implementation of the 
legal protection supervision system for cosmetics buyers online, as 
well as examine the factors that influence it. This type of research 
used is empirical research, namely field research, by collecting data 
in the field based on the problems raised in this study. The results 
showed that the implementation of a legal protection supervision 
system for cosmetics consumers online carried out by the Consumer 
Protection Supervision of Circulating Goods at the Department of 
Industry and Trade of South Sulawesi and the Makassar City Food 
and Drug Supervision Office was not optimal, factors affecting the 
implementation of consumer protection supervision is the Legal 
Substance relating to the laws and regulations governing consumer 
protection, the facilities used in supervision of consumer protection 
and the Oversight Provider relating to the public dissemination of 
consumer complaints services online.
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi 
sistem pengawasan perlindungan hukum terhadap pembeli kosmetik 
secara On-Line, serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhinya. 
Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu 
penelitian lapangan, dengan cara melakukan pengumpulan data 
di lapangan berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian 
ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi sistem 
pengawasan perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik secara 
online yang dilakukan oleh bidang Perlindungan Konsumen 
Pengawasan Barang Beredar Pada Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan Sulawesi selatan dan Balai Pengawasan Obat dan 
Makanan kota Makassar Belum maksimal, Faktor-faktor yang 
mempengaruhi implementasi pengawasan perlindungan konsumen 
adalah Subtansi Hukum berkaitan dengan Peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, Sarana 
yang digunakan dalam pengawasan perlindungan konsumen dan 
Penyelenggara Pengawasan berkaitan dengan sosialisasi kepada 
masyarakat umum tentang pelayanan pengaduan konsumen secara 
online.
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PENDAHULUANKonsumen merupakan pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Kegiatan berusaha/berdagang merupakan hak dasar bahkan sebagai hak asasi manusia, akan tetapi hak tersebut digunakan dengan selalu berdasarkan nilai moral, agama, kepatutan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan (Barkatullah, 2010). Kondisi pemasaran produk yang sangat dinamis, membuat para pelaku pasar dan produsen berlomba untuk memenangkan kompetisi yang sangat ketat ini (Sumbaga, 
et.al, 2018). Setiap saat baik melalui media televisi, radio, koran, majalah ataupun internet kita melihat peluncuran produk baru yang seolah tidak pernah berhenti. Begitu banyak hal yang ditawarkan pada konsumen. Hal ini tentu membuat para konsumen menjadi lebih leluasa dalam menentukan pilihannya (Fajrianthi & Farrah, 
2005). Hal tersebut seringkali juga konsumen merasakan dampak permasalahan hukum yang menyangkut perlindungan hukum konsumen semakin mendesak dalam hal seorang konsumen melakukan transaksi elektronik (Barkatullah, 2007).Sebagaimana dalam regulasi pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial secara umum mengatur tentang perlindungan konsumen. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 30 Maret 1999 telah menyepakati rancangan undang-undang (RUU) tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah dua puluh tahun diperjuangkan dan disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 April 1999 menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821 sebagai wujud dari UUD NRI Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor 235/DJPDN/VII/2001 Tentang Penanganan pengaduan konsumen. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen dan Surat Edaran Nomor 40/PDN/SE/02/2010 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan perlindungan konsumen di Sulawesi Selatan sebagai wujud dari undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.Keberadaan konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/39/248 Tahun 1985, tentang Guidelines for Consumer Protection. Oleh karena itu, secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang sifatnya universal juga. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan produsen yang lebih kuat dalam banyak hal maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji (Pane, 2007).Sistem pengawasan perlindungan konsumen secara online (SISWAS-PK) adalah sistem informasi yang terintegrasi secara nasional untuk mencatat pengaduan konsumen, laporan kasus dan keluhan konsumen dari seluruh Indonesia yang 
Implementasi Sistem Pengawasan ... (Asriati, Muhdar & Mangerangi) | 3kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis pengaduan dengan menggunakan teknologi informasi secara online (Putra, 2014). SISWAS-PK dibangun terintegrasi secara nasional yang dapat diakses online dari seluruh Indonesia di 33 provinsi yang mencatat pengaduan konsumen, laporan kasus dan keluhan konsumen untuk kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis pengaduan dengan menggunakan teknologi informasi.Konsumen yang mengalami dampak negatif terhadap pemanfaatan suatu produk sangat berdampak terutama kepada fisik yang dapat dialami oleh konsumen sebagai korban 
(Ferrinadewi, 2006). Antara lain kerusakan organ tubuh seperti alergi, pingsan dan bahkan meninggal. Sementara itu, korban berpotensi untuk mengalami penurunan kejiwaan dengan adanya dampak yang berlebihan terhadap penggunaan barang yang tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengelolaan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut. Masalah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen di Sulawesi Selatan ini pada umumnya terkhusus kepada penggunaan barang sebagai produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha terutama pada produk kosmetika. Tahun 2015 Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar (PKPBB) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengawasan terhadap barang beredar khususnya barang dalam keadaan terbungkus diberbagai pusat penjualan. Pengawasan yang dilakukan bersama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Makassar. Maka dari itu, peneliti mengkhususkan kajiannya kepada perlindungan konsumen dalam hal pemanfaatan produk kosmetika. Bagaimanakah implementasi sistem pengawasan perlindungan hukum terhadap pembeli kosmetik secara On-Line? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi pengawasan perlindungan konsumen?
METODE PENELITIANTipe penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu penelitian lapangan (Field research), dengan cara melakukan pengumpulan data di lapangan berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini (Soekanto, 2006). Penelitian empiris merupakan upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu masalah dengan tidak mencukupkan pada kajian norma-norma atau doktrin hukum terkait, melainkan pula melihat secara lengkap konteks norma dan pemberlakuannya (Qamar, 
et.al, 2017).
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Implementasi Sistem Pengawasan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 
Kosmetik Secara OnlineMenurut Hadi Basalamah (2016), slide 12, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen), sistem pengawasan perlindungan konsumen secara online (SISWAS-PK) adalah sistem informasi yang terintegrasi secara nasional untuk mencatat pengaduan konsumen, laporan kasus dan keluhan konsumen dari seluruh Indonesia yang kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis pengaduan dengan menggunakan teknologi informasi secara online.
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1. Pengawasan Pencantuman PelabelanHadi Basalamah (2016), Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen), pengawasan pencantuman label adalah:a. Pengambilan sampel dengan pembelian contoh barang secara purposive.b. Pengamatan kasat mata terhadap, ada tidaknya label dan keterangan dalam label.c. Memastikan kebenaran antara keterangan dalam label dengan keadaan barang.
2. Pengawasan Cara Menjual Melalui PeriklananHadi Basalamah (2016), Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen), pengawasan cara menjual melalui periklanan barang meliputi:a. Melakukan survei atau penelitian pada pedagang tingkat pengecer tentang Cara menawarkan, mempromosikan dilakukan secara benar atau tidak mengelabuhi atau tidak menyesatkan.b. Mengamati materi iklan seperti kondisi barang yang sebenarnya dan etika atau aturan periklanan.
3. Pengawasan Pemenuhan Standar Mutu dan Standar LainHadi Basalamah (2015), Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen), pengawasan pemenuhan standar mutu dan standar lain atas barang meliputi:a. Pengambilan sampel dengan pembelian contoh barang secara purposive.b. Prioritas SNIc. Uji Laboratorium terakreditasid. Uji peralatan lain (UTTP)Berdasarkan Pengawasan Pencantuman Pelabelan, Pengawasan Cara Menjual Melalui Periklanan, dan Pengawasan Pemenuhan Standar Mutu dan Standar Lain, maka hasil yang diperoleh adalah apabila barang tersebut memenuhi syarat maka dipublikasikan sedangkan apabila barang tersebut tidak sesuai dengan persyaratan maka dikoordinasikan ke instansi teknis dan diserahkan ke PPNS-PK.Tabel 1. Jawaban Responden tentang pengawasan konsumen kosmetik online oleh perlindungan konsumen pengawas barang beredar (PKPBB).
No. Kategori Jawaban Frekuensi Presentase (%)1. Dilakukan Pengawasan 2 20,002. Kurang Pengawasan 7 70,003. Tidak Dilakukan Pengawasan 1 10,00
Jumlah 10 100
Sumber Data: Diolah Dari Data Primer 2019Berdasarkan hasil pengisian kuesioner yang dilakukan pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar (PKPBB), bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik secara online sudah dilakukan dalam bentuk sosialisasi kepada pelaku usaha dan konsumen. Ini dilakukan karena konsumen sebagai pengguna barang dan atau jasa yang merasa dirugikan tidak melaporkan kerugiannya kepada pegawai PKPBB sehingga 
Implementasi Sistem Pengawasan ... (Asriati, Muhdar & Mangerangi) | 5pengawasan yang dilakukan hanya sebatas pada sosialisasi khususnya konsumen online (Yashar Kama, dkk, 2019, hasil kuesioner).Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan kepala bidang PKPBB Disprindag Sulawesi Selatan ibu A. Mutmainnah, B. (wawancara tanggal 18 Maret 2019) menyatakan bahwa sistem pengawasan perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik secara online ini merupakan program terbaru yang dibuat untuk melindungi konsumen terhadap penggunaan kosmetik yang berbahaya, selain dari tingkat pengawasan dari pihak Disprindag yang terus ditingkatkan tidak dapat dipungkiri bahwa peran aktif dari konsumen sendiri yang sangat diperlukan, konsumen diharapkan agar dapat lebih cerdas dalam memilih setiap produk yang akan digunakannya khususnya produk kosmetik yang dibeli secara online. Untuk lebih memberikan pemahaman kepada para pihak yang terkait, sejauh ini yang dilakukan adalah seminar-seminar kepada pelaku usaha, konsumen, masyarakat dan mahasiswa berkaitan dengan sistem perlindungan konsumen. Berkaitan dengan penindakan, PKPBB sejauh ini belum menerima pengaduan dari konsumen khususnya pengguna kosmetik yang dibeli secara online sehingga penindakan sendiripun tidak pernah dilakukan. Ini dikarenakan konsumen belum mengetahui bahwa PKPBB sebagai bidang perlindungan konsumen. Secara umum, masyarakat hanya mengetahui BPOM dalam hal pengaduan dan penyelesaian masalah perlindungan konsumen. Pelaksanaan pengawasan Sebagaimana pada skema tersebut berikut ini.
Gambar 1. Koordinasi dan Pelaksanaan PengawasanTingkat Pusat
Koordinator    Pelaksanaan Pengawasan  Memperindag Menteri TeknisDitjen PDN Memperindag, Mentan, Menkes, Menteri Teknis lainnya Gub/Bupati/Walikota Tingkat Daerah Dinas-Dinas TeknisDinas Indag  Indag, Pertanian, Kesehatan, Dinas-Dinas lainnya
Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.Berdasarkan Gambar 1 diatas bahwa koordinasi dan pelaksanaan pengawasan dilakukan di tingkat pusat dan tingkat daerah. Tingkat pusat, koordinasi dilaksanakan oleh Memprindag dan Ditjen PDN serta pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh menteri teknis yaitu Menperindag, Mentan, Menkes dan Menteri teknis lainnya. Koordinasi dan pelaksanaan pengawasan dilakukan secara timbale balik. Tingkat daerah, koordinasi dilakukan oleh Gub/Bupati/Walikota dan Dinas Indag sedangkan pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh dinas teknis yaitu Indag, Pertanian, Kesehatan dan dinas-dinas lainnya yang terkait. Pelaksanaan tingkat pusat dan tingkat daerah dilakukan secara timbal balik dan saling berkesinambungan serta saling mempengaruhi. Sebagaimana terdapat pada diagram berikut ini.
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Gambar 2. Pengawasan barang dan atau jasa yang beredar di pasarImplementasi mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa   Pengawasan berkala oleh PPBJ  Pengawasan khusus oleh PPBJ dan PPNS-PK Parameter. Standar mutu, label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual dan pengiklanan Kriteria. Aspek K3L, dikonsumsi/digunakan masyarakat banyak, produk diberlakukan SNI. Penegakan hukum melalui penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen atas barang dan atau jasa yang beredar di pasar
Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.Berdasarkan Gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa, pengawasan barang dan atau jasa yang beredar di pasar akan dilakukan oleh dua pengawas. Pengawasan berkala yang secara rutin dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan atau Jasa dan pengawasan khusus yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil ketika terjadi penemuan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan standar oleh Pejabat Pengadaan Barang dan atau Jasa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen dengan parameter yang sama terhadap Standar mutu, label, klausula baku, pelayanan purna jual, cara menjual dan pengiklanan. Kriteria yang sama berkaitan dengan aspek Keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan, dikonsumsi/digunakan masyarakat banyak dan produk diberlakukan Standar Nasional Indonesia. Pengawasan khusus yang dilakukan oleh para Pejabat Pengadaan Barang dan atau Jasa dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen terhadap tindak lanjut pengawasan berkala, pengaduan masyarakat atau Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, kasus perlakuan penanganan cepat dan dugaan terjadi tindak pidana undang-undang perlindungan konsumen. Pengawasan khusus yang dilakukan ini untuk penegakan hukum melalui penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen atas barang dan atau jasa yang beredar di pasar. Kewenangan Pegawai Penyidik Negeri Sipil Perlindungan Konsumen berdasarkan undang-undang perlindungan konsumen yaitu melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan, melakukan pemeriksaan, meminta keterangan dan bukti, meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen. Sebagaimana terdapat pada diagram berikut ini.
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Sumber Data: Diolah dari hasil penelitian lapang dalam bentuk wawancara dengan Muhammad 
Faisal (Staf  Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan) Kota Makassar, 2019.Berdasarkan diagram di atas, bahwa alur investigasi peredaran kosmetik on-line shop dimana informasi tersebut diperoleh dari masyarakat maupun petugas kemudian ditindak lanjuti oleh petugas investigasi untuk dilakukan penelusuran secara tertutup dengan metode undercover terhadap media on-line berupa website atau blog spot dilakukan dengan penelusuran terhadap alamat URLnya. Media sosial on-line berupa facebook/instagram/twitter dilakukan dengan penelusuran melalui pin BB, whats app/path dilakukan dengan penelusuran melalui nomor handphone (Irmawati, 2011). Selanjutnya apabila didapatkan informasi yang akurat, maka petugas melakukan pengecekan terhadap alamat tempat tinggal, jenis produk yang dijual (kosmetik TIE), Nomor rekening Bank pemilik, alamat tempat penyimpanan kosmetik TIE (jika berbeda dengan tempat tinggal, alamat ekspedisi, kontak lainnya dan informasi penting yang terkait. Tindakan selanjutnya dilakukan penelusuran secara tertutup dengan metode pengamatan, penggambaran, electing (wawancara tersamar) dan pembelian sampel. Kemudian ditentukan target on-line shop yang terindikasi melakukan kegiatan usaha yang merugikan konsumen dan setelah didapatkan informasi kemudian informasi itu disebut dengan informasi A1 kemudian dilaporkan kepada pimpinan dan penyidik, kemudian gelar skenario dan melaksanakan rencana operasi terhadap pelaku usaha. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.
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No Tanggal Kasus Jenis Uraian Kasus
UU/Pasal Yang 
Dilanggar KET1. 16/5/2014 Toko dan on-line store Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Peringatan2. 20/5/2014 Toko dan on-line store Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Peringatan3. 02/02/2015 Toko dan on-line store Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Peringatan
4. 09/03/2015 Toko dan on-line store
Mengedarkan sediaan farmasi mengandung bahan berbahaya tanpa izin edar
Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Proses penyidikan
5. 09/06/2015 Toko dan on-line store Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Peringatan
6. 19/08/2015 Rumah dan on-line store
Mengedarkan sediaan farmasi mengandung bahan berbahaya tanpa izin edar
Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Proses penyidikan
7. 17/09/2015 Rumah dan on-line store Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Peringatan
8. 23/11/2015 Rumah/distributor dan on-line store
Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Proses penyidikan
9. 13/04/2016 Rumah dan on-line store Mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Peringatan
Sumber Data: Kasus Kosmetik Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2014 – 2016, 
Arham Suleman (2019, hasil wawancara)Pengawasan terhadap kosmetik secara on-line yang dilakukan oleh Balai Besar Pengobatan Obat dan Makanan (BPOM) kota Makassar sejak tahun 2014 sampai dengan 2016 secara umum pasal yang dilanggar adalah Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Tindakan yang diberikan kepada pelaku usaha secara umum adalah peringatan terhadap tindakan pelaku usaha dengan mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar. Akan tetapi, tindakan dilanjutkan pada tahap penyidikan terhadap pelaku usaha yang mengedarkan sediaan farmasi mengandung bahan berbahaya tanpa izin edar.Berdasarkan hasil wawancara terhadap pegawai BPOM kota Makassar bahwa sistem pengawasan perlindungan konsumen kosmetik secara online sudah 
Implementasi Sistem Pengawasan ... (Asriati, Muhdar & Mangerangi) | 9berjalan dengan baik. Akan tetapi, semakin bertambahnya pelaku usaha yang membandel dengan berbagai cara yang dilakukan untuk melakukan penjualan terhadap kosmetik yang berbahaya dengan menawarkan harga murah sehingga konsumen tertarik untuk membeli kosmetik tersebut, Madania Waris, dkk (Wawancara pada tanggal 19 Maret 2019).Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa Teori Pengawasan yang dikemukakan oleh George R Terry sesuai dengan sistem pengawasan yang dilakukan oleh PKPBB Disprindag Sulsel dan BPOM kota Makassar. Hal ini menunjukkan bahwa teori yang digunakan relevan dengan hasil penelitian dan pembahasan ini.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa teori-teori implementasi hubungannya dengan kebijakan publik dengan pendekatan Top-Down berkaitan dengan pembuatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen secara hierarki yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha yang Tidak Sehat, Surat Edaran Dirjen Perdagangan No. 235/DJPDN/VII/2011 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen dan Perda No. 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen di Sulawesi Selatan. Peraturan perundang-undangan yang sifatnya tertinggi sampai dengan peraturan perundang-undangan yang sifatnya lebih rendah tentang Perlindungan Konsumen tersebut.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bahwa teori perlindungan hukum relevan dengan upaya perlindungan hukum terhadap konsumen yang dilakukan oleh PKPBB Disprindag Sulsel dan BPOM kota Makassar khususnya konsumen kosmetik secara online. Hadi Basalamah (2019, slide 19, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen), SISWAS-PK dibangun terintegrasi secara nasional yang dapat diakses online dari seluruh Indonesia di 33 provinsi yang mencatat pengaduan konsumen, laporan kasus dan keluhan konsumen untuk kemudian dikelompokkan berdasarkan jenis pengaduan dengan menggunakan teknologi informasi. Yang meliputi beberapa hal sebagaimana pada tabel berikut ini. Tabel 3 Jenis Barang Dan Perlakuan Terhadap Barang Yang Dibeli Secara Online
No Keterangan 1. Menyangkut aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan (K3L), moral2. Dikonsumsi dan atau digunakan oleh masyarakat banyak3. Produk sudah memiliki SNI (wajib dan sukarela) atau persyaratan teknis lainnya4. Barang yang sudah ada laboratorium penguji yang telah di akreditasi dan atau ditunjuk5. Sering terjadi pemalsuan/penipuan (kadar, purna jual, label dan sebagainya)
Sumber Data:  Kriteria barang beredar yang diawasi, Hadi Basalamah (2019, slide 15, Perlindungan 
Hukum Terhadap Konsumen)Berdasarkan tabel di atas bahwa kriteria barang beredar yang diawasi yaitu menyangkut aspek keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan (K3L), moral, 
10 | Celebes Cyber Crime Journal, Vol. 1, No. 1, Juni 2019produk yang dikonsumsi dan atau digunakan oleh masyarakat banyak, produk sudah memiliki Standar Nasional Indonesia (wajib dan sukarela) atau persyaratan teknis lainnya, barang yang sudah ada laboratorium penguji yang telah di akreditasi dan atau ditunjuk dan sering terjadi pemalsuan/penipuan (kadar, purna jual, label dan sebagainya). Sebagaimana tampak pada alur berikut ini:
Sumber Data: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019.Berdasarkan alur di atas, bahwa pengawasan barang dan atau jasa secara umum dilakukan oleh Ditjen teknis terhadap barang dan atau jasa yang diproduksi baik tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Terkhusus kepada pasar dalam negeri pengawasan dilakukan terhadap standar mutu produksi, Pencantuman Label, Klausula Baku dan Pelayanan Purna Jual. Pengawasan juga dilakukan oleh Dit Binawas Barang dan jasa bersama dengan Ditjen PDN terhadap Penawaran, Promosi, Pengiklanan, Penjualan dan Barang beredar dan jasa. Serta pengawasan juga dilakukan oleh Dit PPMB ditjen PLN terhadap ekspor, impor dan pabean.
B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Pengawasan 
Perlindungan Konsumen
1. Substansi HukumAbdul Wahid (2019, hasil wawancara), berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa-sengketa konsumen. Banyaknya pemberitaan mengenai beberapa makanan yang mengandung zat pengawet seperti formalin, borak dan sebagainya telah merisaukan masyarakat baik konsumen maupun beberapa pedagang-pedagang terutama kelas kecil, khususnya di tingkat pengecer seperti pedagang 
Implementasi Sistem Pengawasan ... (Asriati, Muhdar & Mangerangi) | 11bakso, mie, tahu, ikan asin dan lain-lain. Belum lagi tingkat kecelakaan pada penumpang transportasi, seperti Kereta Api, kapal laut, pesawat terbang dan sebagainya yang kerap kali terjadi telah merugikan bukan saja materi, tetapi dapat merenggut nyawa manusia.
2. SaranaHaerulla (2019, hasil wawancara), sarana atau fasilitas dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen khususnya konsumen kosmetik belum memadai, ini disebabkan karena belum lengkapnya alat pendeteksi untuk mengetahui pelaku usaha (on-line shop) yang melakukan kegiatan usaha curang. Faktor kebudayaan, Budaya masyarakat dalam hal pembelian suatu barang dan atau jasa yaitu masyarakat cenderung membeli barang dan atau jasa yang murah tanpa melihat kualitas suatu barang dan jasa tersebut. Mindset masyarakat ini digunakan oleh pelaku usaha untuk menciptakan barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan prosedur sehingga menguntungkan pelaku usaha dan merugikan konsumen. Meskipun kerugian yang dihasilkan dari penggunaan barang dan atau jasa khususnya kosmetik berproses, akan tetapi sangat merugikan terhadap kesehatan konsumen, Subaedah (2019, hasil kuesioner).
3. Penyelenggaraan PengawasanBerdasarkan Pasal 36 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen bahwa anggota badan perlindungan konsumen yang melakukan penyelenggaraan pengawasan nasional terdiri atas unsur:a. Pemerintah. Pemerintah adalah Menteri teknis terkait yaitu Menteri perdagangan dan perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Kesehatan dan Menteri Dinas Lainnya. Di tingkat daerah Gubernur, Bupati, Wali Kota dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi Selatan Bidang PKPBB yang melakukan pengawasan terhadap barang dan atau jasa yang beredar sudah sesuai dengan sistem operasional prosedur, Hasrawati (2019, hasil kuesioner).b. Pelaku Usaha. Pelaku usaha yang dimaksud adalah semua pelaku yang melakukan usaha baik barang dan atau jasa yang sifatnya langsung maupun dengan sistem on-line. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha curang semakin banyak menunjukkan bahwa adanya kegiatan yang terorganisir yang dilakukan oleh pelaku usaha yang tidak sesuai dengan aturan, Sriyani Rasyid (2019, hasil kuesioner).
SIMPULAN DAN SARANBerdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah, Implementasi sistem pengawasan perlindungan hukum bagi konsumen kosmetik secara online yang dilakukan oleh bidang Perlindungan Konsumen Pengawasan Barang Beredar Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sulawesi selatan dan Balai Pengawasan Obat dan Makanan kota Makassar Belum maksimal, Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pengawasan perlindungan konsumen adalah Subtansi Hukum berkaitan dengan Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan konsumen, Sarana yang digunakan dalam pengawasan 
12 | Celebes Cyber Crime Journal, Vol. 1, No. 1, Juni 2019perlindungan konsumen dan Penyelenggara Pengawasan berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat umum tentang pelayanan pengaduan konsumen secara online.
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